LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l MAGELANG

Nomor ¢ I; Tahun 1995 j Serie D ;3 MNo. 4

FERATURAN DALRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1I MACELANG

NOMOR 3 TAHUN 1995
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANCGOTA

Menimbang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHE ESA
BUPATI KEPALA DAFERAH TINGKAT IT MAGELANG

: a. bahwa Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan

Tokoh-tokoh masyarakat tertentu, mendapat ke
" dudukan protokoler yang tumbuh berkembang ber
dasarkan milai-nilai sosial dan budays Bangsa;

b. bahwa kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Angge
ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Fe
jabat Negara) mendapat kedudukan protckoler -
dalam mengikuti acara kenegaraan atau acars
resmi ;

¢. bahwa berdasarkan hal=hal tersebut huruf a -
dan b diatas serta untuk menindaklanjuti FPera
turan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli -
1992 Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedu-
dukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggo
ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang -
perlu mergatur Kedudukan Protokoler Ketua, Wa
kil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang-
dalam suatu Peraturan Daerch ;

Dipindai dengan CamScanner



oD -

d. bahwa berdasarkan hal=hal tersebut huruf c
diatas perlu menetapkan Peraturan Dserah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ‘ten
tang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ke
tua dan Anggota Dewan Perwskilan Rakyat Da
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelanz.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ‘tentarg
Pokok=pokok Pemerintahan di Daerah ; ‘

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo PFerz-
turan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950 ten
tang Pembentukan Daerah—daerah Kabupsten-
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengzh ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 197% tentang -
Pokok-pokok Kepegawaian ;

L. Undang-undang Eloﬁnr 8 Tahun 1987 tentang
Protakol ;

5, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1965
tentang Pelaksanaan Undeng-undang Nomar 16
Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan -
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Fer
wakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat .
Dacrah sebagaimana diatur dengan Undeng-un
dang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang- undang
Nomor 2 Tahun 1985 ;

6, Peraturan Pemerintah Nomer 62 Tahun 1980 -
tentang Peraturan Keprotokolan mengenai Ta
ta Tempat, Tata Upacara dan Tata Fenghor -
matan ; '

0y Repabiiaans ebeoeos
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7. Keputusan Presiden Ropublik Indonesia Nomor 18
Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9  Tahun- -
1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ke-- -
tua, Wakil Ketua dan Anggota DFRD. }

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat Deerah Kabupaten 3=
Dacrah Tingkat II Magelang

i

HBMUTUSKAN =0

Menstapkan : FIRATURAN DAZRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MA
GELANG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KEBTUA,. WAKIL
KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DHERAA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 |
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -2

2, Bupati Kepala Dacrah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat -
I Magelang ; '

oo m  *

b. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Magelang yang selan
Jutnya disebut DPD ;

-

¢. Pimpinan DFAD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DERD ;

= d¢ Pimpinan sementara DD adalah Pimpinan DFRD sebelum FPim-
Pinan.DFRD terpilih diambil sumpah janji dan dilantik ;

0. Sekretaris. secs.
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e. Sekretaris Wilayah/Daerah adalsh Sekrctaris Wilayah/Da
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

f. Sckretaris DFID adalah Sekietaris DIRD Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Magelang ;

g. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada
seseorang atau lambang untuk mendapatan penghormatan -
dan perlakuan tata tempat dalam Acara Kenegaraan atau
Acara Resmi atau Pertemian Resmi ;

h. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenega
raan atau acara llesmi yang meliputi aturan mengenai -
Tata tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehu

bungan dergan jabatan dan/ atau Kedudukannya dalam Ne
gare, Pemerintah den Masyarakat j;

i. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegara-
an yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat sertes
dihadiri oleh Pejabat Negara dan Undangan lalnn.?a da
lem melaksanakan acara tertcntu ;

j. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang di-
lzksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga tertinggi Ne
gara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan
dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerin
tah serta Undangan lainnya ;

k. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud da
lam Undeng~undeng Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-po
kok Kepegawaian dan Peraturan Perundeng-undangen lain

nya |

1. Pejobat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki, Ja-
batan tertentu dalam Organisasi Pemerintah ;

Me Td‘EDh» i-ll';‘"
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m. Tokoh masyarakat adalah.seseorang yang karena kedudukan
-sosialnya menerima kehormatan dari mnqyarakat dan atau
Panariﬁtnh i

]
i1

n. Tata Upacara Kanugarann adolah aturnn untuk malaksanakan
Upacara dalam Acara Kenegoraan atou Acara Resmi j

5. Tata tempat adalah aturun‘mengqnai grutan tempat bagi Pe
jabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat ter
tentu dalam Acara Kencgaraan atau Acara Resmi ;

p. Tata Penghormatan adalah afuran untuk mclaksenakan pembe
rian hormat bagi Pejabat Ilegara, Fejabat Pemerintah dan -
Tokoh Masyarakat tertentu dalam ANecara Kenegarzan ztau Aca
ra Resml.

BB II
ACARA RESMI

Pasal;:ﬁ L

(1) Ketua, Wekil Ketua dan Anggota DPRD memperaleh Kedudukon
Protckoler dalam Acara Resmi ;

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meli
puti : :

. " a. heara Tingkat Pusat yang diselenggeraken di Daerah an
tara lain :
1. Peringaten hnri-hnri'Naﬂinnal/barsajarah.
2. Peresmian Proyek Nasional.
3. Pekan/ Oleh Naga Nasional.
L. Peringatan Hari UWlang Tahun Organisasi Sosial Foli

tik dan Kamnsyarakﬂtnn.
5 Seminar-aaminur/hupnt ker ja.

4
A
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b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Ting
-kat Pusat antara lain : .
1. Peringatan Hapi=heri Nasional/Bersejorch.
2. Penerimaan kunjungan kerja Iresiden/Wakil Presi-
den/ltent urlff’a jabnt ‘lainnya 74
3. Penerimaan yumu negara asing.
L. Pelantikan dan serphterima jebatan Penjabat Nege
ra.
5. Peresmian Proyek dm,ruh. ‘
6. Pembukaan pekan raya.
7. Peringatan Hari Ulung Tahun Organisasi Scsial To
litik dan Kemasyarakatan.
§. Seminar-seminar/rapat kerja.

c. Acara Tingkat Dacrah yong hanya dihadiri olch PFeja

bat Pemerintah di Daerah antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersc jarah.

2, Upacara pengiboran/penurunan bendera merah putih.,

3. TFelantikan dan serah terima jabetaen Fenjobat Feme
rintah.

L. Perésmian proyek daerah.

5. Penerimoan tamu pemerintah daerah baik dari Iuor
mcupun dalam negeri.

6. Peringatan hori ulang tohun orgenisasi Sosial Fo-
litik dan Kemasyarakatan,

7. Penerimpan/melepas kontingen Dacrah. ]

8. Seminar-seminar/rapat kerjo. |

- BAB III
¥ “ TATA TEMPAT

Pasal 3

e
¥

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai bar:i.lmf i
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a. Kepala Daerah, Ketua DFRD ;
b. Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DFRD
BAB IV
TATA UPACARA

Pasal L

. (1) Upacara dalam Acara Kenegaraon den Acars Resmi  dapat
berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera ;

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiben dan kehidmatan
jalannya Upacara dalam Acara Resmi, diselenggerekzsn Tata
Upacara berdasarkan pedomen umum tata upacare dan pelek
sanaan upacara.

BAB V
TATA TENGHORMATAN

Pagsal 5

(1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi,Ketua, Wakil- Wa
kil Ketua dan Anggota Mendapat penghormaten sesuai de -
ngan penghormetan yang diberikan kepada Pejebat Negara.

. (2) Penghormatan sebagaimens dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa =
penghormaton Bendera Kebangsaan,Lagu Kebangsaan dan Teng
hormaten Jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian
bantuan sarana yang diperluken untuk meloksanakan Acara
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BB VI
RAFAT DFRD
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Jenis Napat Pasal 6

Jenis Repat DIRD yang memerlukon pengaturan Tata Tempat
adalah sebagai berikut : |

a. Rapat Peripurna ;
b. Rapat Paripurna Istimewa ;
¢. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DIRD sebagaimang di-
meksud Pasal 6 huruf a dan ¢ Peraturan Dzerah’ini ada-
lah sebagei berikut :

2. Ketup DITiD didampingi sebelah kiri Wakil-wakil Ketua
DFD 3

b. Kepala Daeran duduk sejajor dan disebelah kanan Ke =
tua DITD 3
« anggota DFRD menduduki tempat yang telah dlEBdlhk&ﬂ'l‘
khusus untuk fAnggota ;

d. Sckretaris Wilayah/Daerah dan Pejobat yong telah di
tunjuk dibelakong pencmpatan Kepala Daerah ;

c. Sekretoris DFRD dibelakong penempatan Sckreteris Wi
layeh/Dacrah ;

f. Peninjau den undangan diatur sasuni dengan tempat -
Yang telah disedigken. _ :

Pasal 8

Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara
 pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Deerah -
diatur sebegai berikut

LOKUME

KARUP/
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a. Kectua DIRD duduk disebelah kird Puj&bat- yang akan maru;nm
bil sumpah/janji dan melantik § |

b. Wakil-wekil Kctua DINID duduk discbelah kiri Ketua DFID ;

c. Anggota UIRD duduk ditempat yang telah disedicken ;

d. Kepala Dacrah yang lamn duduk discbelah kenan Pejebat -
yang ckan mengembil sumpah/janji dan melantik ;

¢+ Calon Kepala Dacrah yang ckan dilantik duduk discbelah -
kiri Wakil-wekil Kotua DFRD ;

f. Sckretaris DFRD, peninjau dan Undangan diatur sesuai de-
ngen kondisi ruangan rapat ;

g. Montan Kepala Daerah setelch pelantikan duduk discbelah
kiri Wakil-wekil Ketua DF0D ;

h. Kepala Dacrah yang baru dilantik duduk disebelah kanan
Pe;abat. yang mengamhll aumpah/janji dan melantik.

o

Pasal 9

Tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara -

anbilan sumpah/janji Anggota DFRD hasil pemilihan Umum
tur sebogai berikut :

2, Pimpinan sementara DFRD duduk discbelah kiri Kepala Da .
erah.

b. Ketua Pengadilan Negeri daduk discbelah kiri Pimpimn

o1 o EPSRER P i ke \
ASHDAR N‘DRMM‘ ALY o7 BORTaND wiusiviie -

,pf N DAT) IT MAGELANG
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C. Anggota DIRD yang lama maupun calon Anggota DIRD yang
akan diambil aunq:ah/janji duduk ditempat yang telah -

disediakan untuk Anggota ;

d. Sekretaris DFRD duduk dibelakang pemempatan Ketua Pe
A g ~ngadilan Negeri.
' e. Rohaniwan, Pembaca Do'a dan Undangan diatur sesuai de
ngan kondisi Ruangan Rapat.

R '
- Pasal 10 ™

Ma
o= by

|-."-f 'l.";-f I"H' §
[

Tata tempat dalam Rapat Paripuina Istimewa dengan Acara
pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil
Ketua DU hasil Pemilihan Umum, diatur sebagei berikut:

a. Pimpinan sementara DFiD duduk disebelah kiri Kepala -
Daerah H

'b. Ketua Pengedilan Negeri duduk disebeleh kiri Pimpinan
sementara DPFRD ;

c. Seteloh Pelantikan Pimpinan DFRD, Wakil = wakil Ketuz
DPAD duduk disebelah kiri Ketua DIRD dan mantan Fim-
pinan Sementara DFDD duduk di kursi Anggota DFRD.

Pasal 11

Pengaturan Tat.a tempat dalam Rapat Parip:rna Istimewa un '
tuk pengembilan sumpah/janji Pimpinan dan atau Anggota
DFRD antar waktu diatur sebegai berikut :

a. Ketua DFIlD duduk disebelah kanan Hakil-wakil Ket.un -
DFRD ;

‘Us Kepala Daerch duduk disebelah kanan Ketua DFRD

¢. Calon Pimpinan dan/atau Anggota DIRD antar wr.ﬂ{bu disﬁ

~ diaken tempat khusus ;
.d Anggota DFRD duduk ditempat yang telah disediakan i
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e. Sekretaris DPRD di bolokang pencmpstan Wakil-wakil Ketua

DR j iy

f. Undangan, Peninjausn, Nohaniwan, FPembaca Do'a diatur se

suai dengan kondisi ruang rapat.

BAB VII
TATA PAKAIAN

Pasal 12

(1) Dalam Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ang

(2)
(1)
(2)

(1)

(2)

gota DFRD, Kepala Daecrah mengancken Pekaizn Dinas Upeaez
ra Besar (PUDB) ;(

Pimpinan DPRD lama dan Anggota DFAD yang akan diambil -
sumpah/janji den dilantik mengenscken Pakaian Sipil Leng
kap (FSL)

Pasal 13

Dalam Acara pengambilan sumpah/janji den pelantikan Pim
pinen DPRD, Kepala Daerah mengenakan Pakaian Upacerz Be
sar (PDUB).

Pimpinan DIRD yang diambil Sumpah/ jenji dan dilantik me
ngenaken Pakaian Sipil Lengkap.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tuges schari~hari dan menghadiri Ra
pat Faripurna, Pimpinan DIRD dan Anggota DD mengenaka
kan Pakaian Sipil Herian,

‘Dalam hel menghediri Ropat TFaripurna Penandatanganan -
Peraturan Dacrah, Pengtapan AFBD, Rapet Paripurna Isti-
mewa dan Rapat Poripurna Khusug, Pimpinan DFRD dan Ang
gota DIRD mengenakan Pekaion Sipil Resmi (FSR).
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(3) Dalam hal mbnghédii'i pengambilan sumpah/janji Anggota
DFRD dan menghadiri pelaktikan Xepale Daerah, Fimpinan

DIQD dan Anggote DFD mengenakan Rekeion Sipil Lengkap
(BL). -

BAB VIII
© ~ TATA URUTAN NQMOR mmﬂwfuu‘ (o)

]

Pasal 15

(1) Hclﬁnr Kendaraan Dinas Ketua DFGD adalah setelah Nomor
Urut Kendaraan Kepala Daerah ; Jo

(2) Nomor Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD sdalah sctelah
Nomor Urut Kendaraan Sekretaris Wilayah/Daerah.

: BAB IX
KETENTUAN FCNUTUP

Pasal 16

peraturan Ddcrah ini disebut juga Teroturan Daerah tentand )
Kedudukan Protokoler DIRD.
J

Fasal 17

Hal = hafl yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini seo

/ panjang ‘mengenai pelaksanaannya ditetopkan oleh Kepala Da
erah.
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Peraturan Dacrah ini bafiuku sojak tongral diundengkan

figor supoaya sotiap orong dapat mcr’ﬁ&&huirwa.mrintatﬁan
pengundangon Peraturan Daerah ini dengan pencmpstannya da
lam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid

Pada tanggal 21 Jamuari 1995
. D.P.R.D BUPATI KEFALA DAERAH TLIGEAT II
KADBUFATEN DATI II MAGELANG MAGELAMNG
KETUA
t ¢t d ttd
SUGIHARDJO KARDI

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 18 Mei 1995, No. 188.3/124/1995

kn. Sckretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
. : Pj. Kepala Biro Hukum

ttd

SUTJI ASTOTO, SH

enata Tingkat 1
NII, 010 088 157
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Di Undangkan dalam Lembaran Daerah
~ Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 4 Tahun 1995, Tanggal 26 Mei 1995
g Serie D ; Nomor 4
Sekreteris Wilayah/Dacrah =~ .

ttd
Drs., TJUK SUSILO.
NIP. 010 057 057. _ .

e RN

1t
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PENJELASAN

FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIZWAH TINGKAT I1 MACELANG
NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG
KEDUDUKAN TIROTOKOLER KEETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN TERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II MACELANG

I. PENJELASAN UMUM,

11.

bahwa didalam mengikuti acara Kenegaraan atau acara
resmi, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintzh dan tokoh mz
syarakat tertentu memperoleh kedudukan protdkcler yarg
pada pokoknya meliputi Tata Tempat, Tata Upecarz dan Ta
ta Penghormatan serta Tata Pakaian maupun Tata Urutan No
mor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Undang —un
dang Nomor 8 Tahun 1987.

Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggotz Dewan Per
wekilan Rakyat Daerah sebagai Pejabat Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
memperoleh Kedudukan Protdcoler yang mengatur Felaksana—
annyz ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan perpecom—
an pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun -
1992.

FENJELASAN PASAL DIMI PASAL.

Pasal 1 sempai dengan Pasal 6 i Cukup jelas.

Pasal 7 : Hakil Ketuwa DFRD yang
mendapat tugas memim -

pin rapat duduk disebe

lah kiri langs Ke -
tua DFRD. we

Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas.
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